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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor : 188.6.S6¢/ 760 /BPD-SKT
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu
menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Bappeda Litbang tentang Standar Operasional Prosedur
pada Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah,
Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4815)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

T Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 985);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

0 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan Pengembangan.

MEMUTUSEKAN

Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Balikpapan.

Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Balikpapan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan

1mni.



KETIGA

KEEMPAT

Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di
atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat
dan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tapggal ;. A2 Mei 2019
EANBAPPEDA LITBANG
LIKPAPAN
TARIS,

BAUA ‘
PERENCANAAIS K
PEMBANGUNAN

DAERAH
'\ PENELITIAN DAN
\PENGEMBANGAN

udf Prasetyo



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
LITBANG

NOMOR:

TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. | Penyusunan encana Strat s (Renstra)
2. | Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
3. | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
4. | Penyusunan Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
5. | Penyusunan Laporan Kinerja
6. | Pengumpulan Data Kinerja
7. | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA)
8. | Verifikasi Amprahan/Berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
9. | Pengajuan Tambah Uang (TU)
10. | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Surat
Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) dan Langsung (LS)
Barang dan Jasa
11. | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Surat : 11
Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang (TU) Barang dan Jasa
12. | Permohonan Panjar Uang Perjalanan Dinas 12
13. | Penyusunan Laporan Keuangan 13
14. | Administrasi Surat Masuk 14
15. | Administrasi Surat Keluar 15
16. | Tata Kelola Arsip 16
17. | Penerimaan Tamu 17
18. | Pengelolaan Kebersihan Kantor 18
19. | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan 19
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) ]
20. | Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas 20
71. | Pendistribusian Persediaan/Barang Pakai Habis 21
22. | Penunjukan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) 22
23. | Pengadaan Barang dan Jasa (Metode Pengadaan Langsung) 23
24. | Pemeliharaan Barang Inventaris 24
25. | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 29
26. | Pengajuan Kenaikan Pangkat | 26
27. | Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 27
28. | Pelaporan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) 28
29. | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) , 29
30. | Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 30
31. | Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 31
Pembangunan Perangkat Daerah Subbidang Kesejahteraan
1 Rakyat .




32.

Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan !
Pembangunan Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan
dan Aparatur

32

33.

Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Subbidang Sumber Daya
Manusia

33

34.

Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur
Perkotaan

34

33,

Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Subbidang Perekonomian !

35

36.

Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Subbidang Tata Ruang dan
Sumber Daya Alam

36

3.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat |
Kota

37

38.

Fasilitasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan evaluasi
dokumen perencanaan pembangunan

38

34,

Penyusunan Penelitian /Kajian/Survei bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Aparatur

39

40.

Penyusunan Penelitian /Kajian/ Survei bidang Infrastruktur
dan Perekonominan Perkotaan

40

41.

Pengumpulan Data Hasil Penelitian /Kajian /Survei pada .
Perangkat Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

41

42.

Pengumpulan Data Hasil Penelitian/ Kajian /Survei pada
Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Perekonominan
Perkotaan

42

43.

Pengumpulan Data Hasil Penelitian / Kajian /Survei bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur serta bidang Infrastruktur
dan Perekonominan Perkotaan

43




